24

BAB II

PELAKSANAAN PKL
2.1.  Pelaksanaan PKL (Praktek Kerja Lapangan) 
Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional Bandung, kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan selama 1 bulan adalah menerima agenda surat yang berisikan pengaduan atau kasus dari pihak luar, dan merekap kembali data agenda tersebut ke dalam data Instansi. Sedangkan kegiatan yang bersifat insidental yaitu liputan kegiatan diluar kantor, salah satunya yaitu meliput suatu acara sosialisasi Larasita pada hari Kamis 9 Juli 2009. Bertempat di Hotel Panghegar, Bandung, mengangkat tema Melangkah Pasti Bersama Larasita yang dihadiri oleh lebih dari 90 peserta yang berasal dari praktisi kehumasan, wakil dari berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi dan BUMN. 
2.2. Jadwal Kegiatan Selama PKL

Selama kegiatan PKL penulis dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jawa Barat 31 hari atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, terhitung mulai tanggal 6 Juli 2009 hingga 6 Agustus 2009. Dengan perincian hari dan waktu sebagai berikut : 
Tabel 2.1

Hari dan Waktu Pelaksanaan PKL

	Hari
	Waktu

	Senin – Kamis
	Pukul 09.00 WIB – 15.30 WIB

	Jum’at
	Pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB

	Sabtu
	LIBUR
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	No


	Hari/Tanggal
	Aktivitas
	Ket

	
	
	
	

	25
	Kamis, 30 Juli 2009
	Mengetik Daftar Urut Kepangkatan
	Rutin

	26
	Jumat, 31 Juli 2009
	Mengetik Daftar Urut Kepangkatan
	Rutin

	27
	Sabtu, 1 Agustus 2009
	Libur
	-

	28
	Minggu, 2 Agustus 2009
	Libur
	-

	29
	Senin, 3 Agustus 2009
	merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi
	Rutin

	30
	Selasa, 4 Agustus 2009
	merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi
	Rutin

	31
	Rabu, 5 Agustus 2009
	merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi
	Rutin

	32
	Kamis, 6 Agustus 2009
	merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi
	Rutin


Sumber : Arsip Penulis Bulan Juli-Agustus 2009

2.3. Deskripsi dan Contoh Kegiatan Rutin Selama PKL
Selama PKL, aktivitas rutin yang dilakukan oleh penulis setiap harinya adalah menerima surat masuk yang berisikan tentang pengaduan, kasus, serta panggilan sidang dari pihak luar, setelah itu menyalin kembali kedalam agenda surat masuk. Lalu merekap ulang kembali data agenda tersebut ke dalam data Instansi sampai semua sudah tersusun dengan baik, untuk dikirimkan kembali kepada pihak yang ditujukan oleh pihak yang mengirimkan surat, di sebut surat keluar. Adapun salah satu contoh hasil salinan dari agenda surat kedalam sebuah tabel, sebagai berikut :
Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun ulang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Wilayah Jawa Barat. Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) adalah daftar kepangkatan seluruh pegawai BPN dalam cakupan wilayah Jawa Barat.
Daftar urut kepangkatan (DUK) adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena itu Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.

Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :

1.  Pangkat

      PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

2.  Jabatan

 Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya.

3.  Masa Kerja

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi

4.  Latihan Jabatan

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

5.  Pendidikan

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
Kenaikan pangkat bagi PNS secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

1. Kenaikan Pangkat Pilihan

2. Kenaikan Pangkat Reguler

3. Kenaikan Pangkat Anumerta

4. Kenaikan Pangkat Pengabdian

5. Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Pasal 18, pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

1.  Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus ada jabatan, atau dengan perkataan lain, walaupun seoarang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat, tetapi jabatannya tidak sesuai untuk pangkat itu, maka ia belum dapat dinaikan pangkatnya. Tingkat pangkat untuk kenaikan pangkat pilihan dapat ditentukan.

Kenaikan Pangkat pilihan bukan hak, tetapi adalah kepercayaan dan penghargaan kepada seseorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi ada kemungkinan mendapat kenaikan pangkat pilihan.

2.  Kenaikan pangkat reguler adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan, yang ditentukan sampai dengan tingkat pangkat tertentu.

Kenaikan pangkat reguler merupakan hak, oleh sebab itu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat -syarat yang ditentukan pada dasarnya harus dinaikkan pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk menundanya

3. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

4.   Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib

5.  Kenaikan pangkat anumerta, diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada PNS yang dinyatakan tewas.

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan memberikan kenaikan pangkat, maka perlu ditentukan syarat-syarat keniakan pangkat. syarat-syaratnya antara lain ialah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, jabatan, latihan jabatan dan syarat-syarat obyektif. 

Syarat-syarat kenaikan pangkat tersebut diatas merupakan konsekuensi logis dan prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan jabatan.

Dalam setiap organisasi yang sehat, maka makin tinggi pangkat, makin terbatas jumlahnya, oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai pangkat tinggi itu makin terbatas pula. 
Masing-masing jenis Kenaikan Pangkat  tersebut mempunyai sub jenis yaitu :

1. Kenaikan Pangkat Pilihan 

1.1.   PNS yang menduduki jabatan struktural

1.2.   PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

1.3.   PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

1.4.   PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara

1.5.   PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara

1.6.   PNS yang memperoleh STTB/Ijazah

1.7.  PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki  jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu

1.8.   PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar 

1.9. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu

1.10. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya  ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden

2.   Kenaikan Pangkat Reguler

2.1  bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional

2.2  bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar

2.3  bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk

3.  Kenaikan Pangkat Anumerta

PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud tewas adalah :

a.  Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

c.  Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

d.  Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu

4.  Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila :

a.  Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :

1).  Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus  dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat        terakhir.

2)  Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus  dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

3)  Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan     sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

b.  Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik   dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

5.    Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib

a.   PNS yang menjalankan dinas prajurit wajib dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap memiliki status sebagai PNS. Setelah selesai menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas prajurit wajib, yang bersangkutan diangkat kembali pada instansi semula dan diangkat dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib.

b.  PNS selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian  pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya. 

	No.

Urut
	Diterima

Tanggal
	Tgl. dan

No. Surat

Masuk
	Asal Surat
	Tanggal

Nomor

Agenda TU
	Perihal

	1
	7/29/2009
	7/23/2009

114/Pdt.G/2009/PN. Bdg
	PN. Bandung
	7/24/2009

600 - 2781
	Panggilan Sidang

	2
	7/29/2009
	7/17/2009

5.512/SJ.41/2009
	Departemen Keuangan RI
	7/23/2009

600 - 2768
	Surat Panggilan

	3
	7/29/2009
	7/23/2009

356/Pdt/G/2007/PN. Bdg
	PN. Bandung
	7/24/2009

600 - 2782
	Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi

Jawa Barat No. 356/Pdt/G/2007/PN. Bdg jo. No. 139/ Pdt/G/2009/PN. Bdg

	4
	7/29/2009
	7/15/2009

610.32.73/518/VII/KP/2009
	Kantah Kota Bandung
	7/22/2009

600 - 2741
	Permohnan penjelasan atas penerbitan SHM an. H. Ujang Suhara

	5
	7/29/2009
	7/15/2009

610.32.73/922/VII/KP/2009
	Kantah Kota Bandung
	7/22/2009

600 - 2739
	Permohonan menghadirkan saksi ahli sehubungan dengan surat dari Kapolresta Bandung Tengah tgl. 12 Juni 2009 No. Pol. B/189/B/III/2009/Resta tgl. 10 Maret 2009 tentang terjadinya tindak pidana penyerobotan rumah.


	No.

Urut
	Diterima

Tanggal
	Tgl. dan

No. Surat

Masuk
	Asal Surat
	Tanggal

Nomor

Agenda TU
	Perihal

	6
	7/29/2009
	7/17/2009

610.32.73/928/VII/KP/2009
	Kantah Kota Bandung
	7/22/2009

600 - 2740
	Koordinasi mengenai Laporan Polisi No. Pol. LP/245/VII/2008/Biro Ops tanggal 15-07-2008

	7
	7/29/2009
	7/6/2009

610.32.73/888/VII/KP/2009
	Kantah Kota Bandung
	7/22/2009

600 - 2737
	Permohonan foto copy warkah Surat Keterangan  tentang Kelebihan Luas atas tanah Milik Adat Persil 87 Kohir No. 770

	8
	7/29/2009
	7/6/2009

610.32.73/887/VII/KP/2009
	Kantah Kota Bandung
	7/22/2009

600 - 2738
	Pemblokiran tanah ex. PT. NILA

	9
	7/29/2009
	7/9/2009

070/DPC-PS/Sbg/VII/2009
	DPC. Pejuang Siliwangi Kab. Subang
	7/22/2009

600 - 2755
	Mengklarifikasi pemblokiran atau pencemaran nama baik M. Fatkhi Esmar sebagai hak waris dari Aripin, Zainal Asikin perlu klarifikasi yang mencemarkan  nama  baiknya dari orang-orang yang mengaku sbg ahli waris dari pihak lain.

	10
	7/29/2009
	7/18/2009


	Ahli Waris Nyimas Entjeh
	7/22/2009

600 - 2759
	Surat permohonan pembekuan garapan an. PT. Purnawangi Maju Jaya


2.4.
Deskripsi dan Contoh Kegiatan Insidentil
kegiatan insidentil adalah kegiatan yang hanya dikerjakan sewaktu-waktu oleh Penulis, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat.

Selama penulis mengikuti praktek kerja lapangan di Badan Pertanahan Nasional Bandung Jawa Barat ada kegiatan  insidentil yang melibatkan Job Training untuk meliput kegiatan yang berlangsung, seperti acara sosialisasi Larasita pada hari Kamis 9 Juli 2009. Bertempat di Hotel Panghegar, Bandung, mengangkat tema Melangkah Pasti Bersama Larasita yang dihadiri oleh lebih dari 90 peserta yang berasal dari praktisi kehumasan, wakil dari berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi dan BUMN. 
Acara tersebut diawali dengan sambutan dari Bapak Suwandi selaku Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut beliau memaparkan filosofis terbangunnya Larasita. Bahwa Larasita yang menjadi salah satu program prioritas BPN RI kedepannya, akan mempermudah proses legalisasi hak atas tanah masyarakat. Karena pada prinsipnya Larasita  bergerak menghampiri masyarakat sampai ke pelosok daerah.

Lebih lanjut dikatakan berdasarkan prinsip itulah Larasita kini lebih dikenal sebagai sebagai Kantor Pertanahan bergerak (land mobile office). Untuk mendukung kinerja operasional Larasita yang selalu bergerak dibutuhkan sebuah sistem jaringan yang menghubungkan antara Larasita dengan Kantor Pertanahan setempat. Pada sesi berikutnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Ir. M. Ruhkyat Noor menjelaskan proses kerja sistem jaringan tersebut dalam materi Sistem Jaringan Mobile Office Larasita. Menurutnya sistem jaringan yang digunakan sebagai sistem penghubung Larasita adalah dengan memanfaatkan bantuan satelit. Sehingga dimanapun Larasita berada dapat selalu terhubung dengan Kantor Pertanahan setempat.

Untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan sebagai kegiatan operasionalnya, dihadirkan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Drs. Teddy Rukfiadi. Beliau menjelaskan realisasi pelayanan melalui Larasita khususnya di Bandung. "Prosedur dan syarat pengurusan sertipikat tanahnya sama seperti pada Kantor Pertanahan biasa,".

 Seusai penyampaian semua materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber. Acara yang dimoderatori oleh Kabid SJDI Sri Soewito ini dihujani berbagai pertanyaan seputar tata cara pengurusan legalisasi aset tanah sesuai standar pelayanan, jadwal pelayanan melalui Larasita, dsb. Bahkan, sebagian peserta ada yang mencuri-curi kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan Bapak Teddy mengenai pengurusan legalisasi aset tanahnya.

Acara yang berakhir di siang itu menuai pujian. "Saya sangat terbantu dengan penjelasan ini. Bahkan saya benar-benar baru tahu ada Larasati, eh Larasita," ujar salah seorang peserta, tersipu malu menyadari kekeliruannya.

Selain acara Sosialisasi Larasita melalui Forum Komunikasi Bakohumas ini, di hari dan tempat yang sama juga digelar acara Jumpa Pers. Bapak Suwandi didampingi oleh Bapak Teddy. Sedangkan, Ibu Maharani selaku Kapus Hukum dan Humas bertugas sebagai moderator acara tersebut. Dengan mengangkat tema yang sama, yaitu Sosialisasi Larasita, acara Jumpa Pers dihadiri oleh para pemburu berita dari beberapa media cetak.

Dengan adanya program Larasita tersebut diharapkan mampu mengatasi problematika pengurusan legalisasi aset tanah yang selama ini dihadapi. Oleh karenanya, Sosialisasi seputar Larasita melalui Forum Komunikasi Bakohumas maupun Jumpa Pers diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program pengurusan legalisasi aset tanah melalui Larasita, yang pada prinsipnya menjangkau dan memudahkan masyarakat.

Gambar 2.1
[image: image1.jpg]



Sumber : Arsip Sub Bag BPN

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Suwandi saat membuka acara
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Dari kiri ke kanan : Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat Drs. Teddy Rukfiadi, Kabid. SJDI Sri Soewito dan Kapusdatin M. Rukhyat Noor pada sesi penyampaian materi
[image: image3.jpg]



Sumber : Arsip Sub Bag BPN

Antusiasme peserta forum terhadap topic yang dibicarakan
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Antusiasme peserta forum terhadap topic yang dibicarakan
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Sumber : Arsip Sub Bag BPN

Jumpa Pers  dengan Kapuskum Maharani sebagai moderator 
Adapun kegiatan Insidentil lainnya adalah menginstal Microsoft office beberapa unit komputer yang ada di ruangan kantor tempat PKL dilaksanakan.
2.4.1 Deskripsi Tentang Layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat
Pelayanan yang diberikan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat kepada para mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sangat baik dan ramah. Mahasiswa PKL diakui sebagai salah satu bagian dari perusahaan dan ikut berperan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai salah satu contoh, kita sebagai mahasiswa yang melaksanakan PKL dan sedang belajar di lapangan mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh pegawai perusahaan. Namun sebelumnya, mahasiswa PKL selalu diberikan pengarahan terlebih dahulu ketika diminta untuk mengerjakan serta menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Suasana kekeluargaanpun sangat terasa, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat  para karyawan mau berbagi pengalaman dan berbagi informasi dengan para mahasiswa PKL, selain itu juga mereka selalu memberikan semangat kepada semua mahasiswa yang melaksanakan PKL Dengan adanya suasana tersebut, semua itu akan menjadi kesempatan berharga bagi penulis sebagai mahasiswa yang sedang belajar di lapangan.
Para karyawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat mempersilahkan para mahasiswa PKL untuk menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Tentunya itu semua menambah kenyamanan para mahasiswa PKL untuk menunjang berbagai macam kegiatan selama melaksanakan PKL di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat.
2.4.2 
Deskripsi Tentang Humas


Menurut Oemi Abdurachman,MA dalam bukunya “Public Relations”, 

Menjelaskan kesulitjan komunikasim sebagai berikut :

“Komunikasi yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap bawahan (downward communication) tidak banyak meng-alami kesulitan; teapi sebaliknya komunikasi yang berjalan ke atas (upward communication) besar kemungkinan akan mengalami hambatan, demikian pula dalam komunikasi antar kolega (horizontal communi-cation) dapat timbul kesulitan yang dikarenakan misalnya setiap anggota merasa tugasnya lebih penting atau merasa profesinya lebih tinggi.” (Abdurachman, 1971 : 34).

Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya, ”Produtivitas Apa dan Bagaimana”, menjelaskan bahwa salah satu syarat kerja produktif adalah kondisi kerja yang manusiawi dan hubungan kerja yang harmonis .(Sinungan,1992:3).
Ternyata komunikasi mutlak memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi.Tanpa komunikasi yang harmonis dan efektif, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya Chester I Bernard menaruh komunikasi sebagaiunsuryang yang pertama dari segenap organisasi. (Lian Gie, 1968 : 86)

Komunikasi yang efektif, memungkinkan terciptanya hubungan kerja harmonis antara sesama anggota organisasi, sehingga kerjasama yang erat didukung dengan rasa pengertian dan keterbukaan akan meningkatkan gairah kerja dan motivasi kerja yang tinggi, dan pada akhirnya produktivitasnya pun diharapkan akan meningkat.
Selain hubungan antara personal yang harmonis, produktivitas kerja dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang lainnya seperti; besarnya pendapatan dan jaminan sosial, tingkat pendidikan dan latihan, disiplin moral dan etika, motivasi, kesehatan, lingkungan dan iklim kerja, management, sarana produksi, kesempatan berprestasi, kepuasan, teknologi dan kebijaksanaan pemerintah . (Komaruddin, 1986 :119)



2.4.2
Fungsi Humas

Secara definitif Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara institusi dengan stakeholder baik luar maupun dalam. Apa pun yang terjadi di organisasi, humas harus tahu. Humas harus mengetahui segala kebijakan yang lalu, sedang dan akan diberlakukan organisasi. Seperti humas di perusahaan swasta, seperti itulah idealnya Bagian Humas pemerintah pusat ataupun daerah..

Jadi, humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan pimpinan, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan. Setiap kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik. Tapi bagaimana publik mau mendukung, kalau tidak mengetahui maksud kebijakan tersebut.

Di samping itu, sering ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil pejabat ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan ‘penyampai pesan’ yang baik, dan humas harus mampu melaksanakannya.

Fungsi humas dalam BPN KANWIL Jawa Barat sendiri kurang optimal dan, dikarenakan memang tidak adanya divisi humas di kantor ini. Yang disebut humas disini disebut sebagai bagian umum. Meskipun berbeda dengan tugas dan fungsi humas sebagai mestinya, bagian umum ini bisa dikatakan humas, karena memang tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Tugas bagian umum ini adalah tempat bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai pertanahan, atau melayani masyarakat mengenain pertanahan, baik pembuatan akta tanah dan lain-lain.

2.5   Analisis Selama PKL
Pekerjaan yang dilakukan di suatu departemen pemerintahan dikenal dengan adanya golongan atau pangkat apabila yang mempunyai golongan lebih rendah harus menghargai golongan yang lebih tinggi dan siap untuk melaksanakan tugas atau perintah golongan diatasnya, dan melakukan komunikasi yang baik dengan sesama pekerja baik itu dengan atasan ataupun bawahan seperti pengertian komunikasi berikut ini : “komunikasi mutlak memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi. Tanpa komunikasi yang harmonis dan efektif, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan “. 

Itulah sebabnya Chester I Bernard menaruh komunikasi sebagai unsur yang pertama dari segenap organisasi. (Lian Gie, 1968 : 86) .

Biasanya  perintah atasan selalu dilaksanakan oleh bawahan dengan cepat dan efektif .Di bagian subbag Kepegawaian BPN KANWIL Jawa Barat sendiri,atasan memberikan intruksi kepada bawahannya untuk menyelasaikan suatu pekerjaan, atau suatu tugas. 

Prosedur di instansi pemerintahan khusunya di di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan tugas kenaikan pangkat atau layak tidaknya dalam melaksanakan pekerjaan di lihat dari absensi dan apabila persyaratan tidak terpenuhi di kenaikan sangsi pensiun dan dilihat dari masa kerja

Karena banyaknya prosuder dan peraturan diharuskan mempunyai pengalaman yang luas dalam melakukan pekerjaan oleh sebab itu disiplin, loyalitas  serta kemampauan dan ketelitian dalam meyelesaikan tugas harus mutlak dimiliki oleh setiap karyawan BPN pada umumnya dan khususnya karyawan SubBagian Kepegawaian, agar pekerjaan yang dilakukan mempunyai hasil yang maxsimal sebab apabila adanya kesalahan sedikit  dalam pekerjaan di insstansi seperti pemerintahan akan meyebabkan kesalahan yang sangat fatal karena data ini merupakan data utama dalam setiap data kepemilikan tanah.

2.6 Analisis Pelayanan Perusahaan Terhadap Mahasiswa Selama PKL
Pelayanan terhadap para mahasiswa yang melaksanakan PKL di BPN an KANWIL Jawa Barat SubBagian kepegawaian sangatlah baik, penulis merasa bahwa perlakuan terhadap mahasiswa yang PKL tidak dibeda-bedakan, para mahasiswa diberlakukan layaknya seorang karyawan, bukan sebagai pesuruh yang harus menuruti para karyawan.

Para karyawan di SubBagian Kepegawaian dengan senang hati membantu para mahasiswa dalam melengkapi kebutuhan untuk penulisan laporan.

Tapi yang menjadi kendala adalah, terbatasnya akses terhadap data-data yang ada di arsip-arsip, dikarenakan hampir semua data-data dalam SubBagian Kepegawaian merupkan data rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar.  
Tabel 2.2


Aktivitas Kegiatan Selama PKL








No


�
Hari/Tanggal�
Aktivitas�
Ket�
�
�
�
�
�
�
1�
Senin, 6 Juli 2009�
Membereskan absensi Kanwil BPN Jawa barat�
Rutin�
�
2�
Selasa, 7 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�
3�
Rabu, 8 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�
4�
Kamis, 9 Juli 2009�
meliput suatu acara sosialisasi Larasita�
Insidentil�
�
5�
Jumat, 10 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�
6�
Sabtu, 11 Juli 2009�
libur�
-�
�
7�
Minggu, 12 Juli 2009�
libur�
-�
�
8�
Senin, 13 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�
9�
Selasa, 14 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�
10�
Rabu, 15 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�
11�
Kamis, 16 Juli 2009�
merekap kembali data agenda surat ke dalam data Instansi�
Rutin�
�









No


�
Hari/Tanggal�
Aktivitas�
Ket�
�
�
�
�
�
�
12�
Jumat, 17 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
13�
Sabtu, 18 Juli 2009�
Libur�
-�
�
14�
Minggu, 19 Juli 2009�
Libur�
-�
�
15�
Senin, 20 Juli 2009�
Menginstal Microsoft office salah satu komputer kantor�
Insidentil�
�
16�
Selasa, 21 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
17�
Rabu, 22 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
18�
Kamis, 23 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
19�
Jumat, 24 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
20�
Sabtu, 25 Juli 2009�
Libur�
-�
�
21�
Minggu, 26 Juli 2009�
Libur �
-�
�
22�
Senin, 27 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
23�
Selasa, 28 Juli 2009�
Mengetik Daftar Urut Kepangkatan�
Rutin�
�
24�
Rabu, 29 Juli 2009�
Menyusun surat-surat tugas untuk para pegawai dibagian sengketa, yaitu surat tugas sidik sengketa�
Rutin�
�






Tabel 2.3


Contoh kegiatan rutin


Merekap ulang data agenda surat ke dalam data Instansi
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